WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 44 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN

PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas

Mengingat

pengelolaan belanja hibah dan bantuan social yang
berumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap
Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring
dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin
Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan. dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring
dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial,

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun. 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan
Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 23 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5202);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial
Yang bersumber Dan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
dari Anggaran. Pendapatan dan Belanja Daerah;

17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun
2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2014 Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL

Pasal ]

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan walikota banjarmasin Nomor 38
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2018 Nomor 38) diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi
sebagai berikut :



1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

10.

11.

12.

13.

14.

13.

"Pasal 1

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
Daerah adalah Kota Banjarmasin.

Walikota adalah Walikota Banjarmasin.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjarmasin.

Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota
Banjarmasin.

SKPD Terkait adalah SKPD yang menatausahakan permohonan
bantuan sosial dan hibah mulai dari menerima berkas,
memverifikasi, memonitoring, mengevaluasi dan mengajukan
permohonan ke TAPD.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah
dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai bendahara umum daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah
yang melaksanakan pengelolaan APBD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/barang.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD
adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota dan dipimpin
oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD
yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan
pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat
RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro
keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat
DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran
badan/dinas/ biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara
Umum Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan
belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
oleh pengguna anggaran.

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah
daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain,
Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan,
Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya,
bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus
menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah.

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang
dan pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok
dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan
selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan
terjadinya resiko sosial.

Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat
menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung
oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai
dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam
dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial
akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD
adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan
penerima hibah.

Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh
anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara
sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta
dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang
bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-
undangan.

Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa
atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain
berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan,
angin topan dan tanah longsor.

Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa
atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang
meliputi konflik sosial antara kelompok atau antara komunitas
masyarakat dan teror.



2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
" Pasal 9

(1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (1) diberikan kepada satuan kerja dan kementerian/lembaga
pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam
daerah yang bersangkutan.

(2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada daerah otonom baru hasil
pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-
undangan.

(3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan dalam rangka untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan dalam rangka untuk meneruskan
hibah yang diterima pemerintah daerah dan pemerintah pusat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(°) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada Badan dan Lembaga:

a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki
Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam
Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau

c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan
berupa kelompok masyarakat/ kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh
pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui
pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau
kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan
kewenangannya.

d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan
oleh Pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d
diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum
dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi
manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
" Pasal 10

Syarat wajib pengajuan hibah meliputi :



a. Permohonan ditujukan kepada Kepada Walikota melalui SKPD terkait
dilengkapi dengan proposal dengan format sebagai berikut:

L.

7.

latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai
fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang
melatarbelakangi diajukannya usulan bantuan hibah oleh calon
penerima bantuan hibah;

maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan
diajukannya permohonan bantuan hibah oleh calon penerima
bantuan hibah kepada Pemerintah Daerah;

susunan kepengurusan (kelompok masyarakat / lembaga non
pemerintahan), berisi uraian tentang susunan pengurus dari
kelompok masyarakat / lembaga non pemerintahan yang
mengajukan usulan bantuan hibah;

domisili kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan, berisi
uraian tentang keberadaan/alamat dari kelompok
masyarakat/ lembaga non pemerintahan yang mengajukan usulan
bantuan hibah dan nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu-
waktu apabila dibutuhkan;

jenis dan jumlah barang yang dimohon, berisi uraian tentang jenis
dan jumlah barang yang dimohon oleh calon penerima bantuan
hibah kepada Pemerintah Daerah;

tanda tangan dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial
(pimpinan/ ketua) serta stempel/ cap organisasi/ lembaga (bagi
kelompok masyarakat) atau tanda tangan/cap jari bagi yang tidak
mampu tanda tangan dan nama lengkap calon penerima bantuan
hibah (bagi anggota masyarakat);

menandatangani perjanjian kerja sasaran organisasi.

b. Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (5) diberikan dengan persyaratan:

L.
2.

ook

telah terdaftar pada pemerintah daerah;

berkedudukan dalam wilayah Kota Banjarmasin dan/atau di luar
Kota Banjarmasin dalam rangka menunjang pencapaian sasaran
program dan kegiatan Pemerintah Kota Banjarmasin;

memiliki sekretariat tetap;

tidak terjadi konflik internal;

memiliki rekening bank atas nama organisasi kemasyarakatan;
memenuhi persyaratan lain yang telah ditetapkan oleh SKPD
pemberi hibah.

c. Hibah kepada badan dan lembaga berupa kelompok masyarakat yang
berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf
c diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :

L.
2.

3.
4.

berkedudukan dalam wilayah Kota Banjarmasin;

memiliki sekretariat/kantor yang dibuktikan dengan Surat
Keterangan Lurah dan Camat setempat;

tidak terjadi konflik internal;

pengesahan dari instansi vertikal atau skpd yang terkait (khusus
rumah ibadah dan lembaga adat);

memiliki sertifikat/surat keterangan keadaan tanah atas nama
organisasi/instansi (hibah untuk renovasi fisik);

memiliki rekening bank atas nama lembaga/ organisasi/instansi;
memenuhi persyaratan lain yang telah ditetapkan oleh SKPD
pemberi hibah.

d. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :



1. telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi urusan hukum
dan hak asasi manusia;

berkedudukan dalam wilayah Kota Banjarmasin;

memiliki sekretariat tetap;

tidak terjadi konflik internal;

jika organisasi kemasyarakatan mempunyai anak cabang hanya 1
(satu) anak cabang yang dapat diberikan bantuan hibah;

memiliki rekening bank atas nama organisasi kemasyarakatan;
Memenuhi persyaratan lain yang telah ditetapkan oleh SKPD
pemberi hibah.

ahwh

No

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
" Pasal 13

(1) Proses Pencairan dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan
sebagai berikut:

Proposal asli beserta kelengkapan pendukung;

Nota Perjanjian Hibah Daerah bermaterai;

Surat Pernyataan Tidak Tejadi Konflik internal bermaterai;

Fakta Integritas Penerima hibah bermaterai;

Surat Pernyataan Tanggung jawab Penerima hibah bermaterai;

dan

f. Surat Pernyataan Pengembalian Dana Hibah bermaterai.

o po0 o

(2) Proses pecairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh SKPD pemberi bantuan setelah mendapat persetujuan
penjabat, sesuai Pendelegasian kewenangan penandantangan
NPHD.

(®) Untuk pencairan Hibah dan Bantuan Sosial yang dilakukan secara
bertahap, pencairan tahap selanjutnya dapat dilakukan apabila
laporan pertanggungjawaban terhadap pencairan sebelumnya sudah
lengkap beserta bukti dukungnya dan SKPD terkait melakukan
penelitian awal terhadap laporan Surat Pertanggungjawaban(SPJ)
penerima hibah.

(4) Apabila dalam proses penelitian laporan Surat Pertanggungjawaban
(SPJ) dianggap tidak sesuai dengan proposal, maka PPKD berhak
menolak dan mengeluarkan surat penolakan Surat
Pertanggungjawaban (SPJ).

(°) Surat penolakan ditembuskan ke SKPD terkait untuk dapat ikut
menindaklanjuti dan mengawal perbaikan laporan Surat
Pertanggungjawaban(SPJ) tersebut.

5. Di antara ketentuan pasal 15 dan pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal,
yaitu Pasal 15A diubah sehingga keseluruhan. pasal 15A berbunyi
sebagai berikut :

" Pasal 15A

(I) Bantuan sosial berupa uang kepada Individu dan/atau keluarga
sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2), terdiri atas bantuan
sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya.

(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah



(3)

(4)

()

(6)

jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan
APBD.

Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas
usulan kepala SKPD.

Jumlah pagu usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial
yang berdasarkan usulan dari calon penerima.

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan
akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat
penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan
menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau
keluarga yang berangkutan.

Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melebihi pagu alokasi
anggaran yang direncanakan sebagaimana di maksud pada ayat (2)

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 18 juni C.19
WALIKOTA BANJARMASIN

IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 18 J11jii LC 19
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR 44
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